
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR      16     TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 
2005 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan  Organisasi  Dinas  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah 
Kabupaten  Bantul  telah  dibentuk  perangkat  daerah  yang  bertugas 
melaksanakan  urusan  rumah  tangga  daerah  dan  tugas  pembantuan 
dibidang perizinan, oleh Karena itu beberapa ketentuan yang ada dalam 
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  3  Tahun  2005  tentang 
Perizinan Usaha Jasa Pariwisata  di  Kabupaten Bantul  perlu  diadakan 
penyesuaian;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  huruf  a 
perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1950  tentang  Pembentukan 
Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Daerah  Istimewa 
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1990  tentang  Kepariwisataan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1990  Nomor  78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1997 
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2000  Nomor  246,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1997 
Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3619);

5. Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan 
Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3581);

6. Unadang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan 
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389);

10. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Menjadi  Undang-Undang 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1950  tentang  Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita 
Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  67  Tahun  1996  tentang 
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  1996  Nomor  101,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3658);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1999  tentang  Analisis 
Mengenai  Dampak Lingkungan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3838);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  Tahun  2001  tentang  Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nonmor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Keputusan  Menteri  Pariwisata  Pos  dan  Telekomunikasi  Nomor 
KM.3/PW.003/MPPT-86  tentang  Perijinan  Usaha  di  Bidang  Pariwisata 
Pos dan Telekomunikasi;

18. Keputusan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Nomor  KEP-
012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah 
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Kabupten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2005);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Penetapan  Urusan Pemerintahan  Wajib  dan  Pilihan Kabupaten Bantul 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  16 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan  Organisasi  Dinas  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah 
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Seri D Nomor 14 
Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan

BUPATI BANTUL,

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan  :  PERATURAN   DAERAH   TENTANG  PERUBAHAN  ATAS   PERATURAN 
DAERAH  KABUPATEN  BANTUL  NOMOR  3  TAHUN  2005  TENTANG 
PERIZINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  03  Tahun  2005 
tentang Retribusi Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Seri C Nomor 2 Tahun 2005) diubah  sebagai berikut :

1. Ketentuan  Pasal  1  angka  4  dan  angka  5  diubah,  diantara  angka  4  dan  angka  5 
disisipkan 3 (tiga) angka baru yakni angka 4a, 4b dan 4c, dan angka 6 dihapus, sehingga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  DPRD  adalah 
lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggaraan  Pemerintahan 
Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  Perangkat  Daerah  sebagai  unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4a. Perangkat    daerah    adalah    unsur    pembantu    Bupati   dalam    penyelenggaraan 
pemerintahan daerah  yang  terdiri  dari  sekretariat  daerah,  sekretariat  DPRD, dinas 
daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan.

4b. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
4c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Bantul.
6. dihapus.
7. Usaha jasa pariwisata adalah setiap usaha yang bergerak di bidang pelayanan 
jasa pariwisata yang meliputi jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, 
jasa  pramuwisata,  jasa  informasi  pariwisata,  jasa  konsultan  pariwisata,  dan  jasa 
konvensi,  perjalanan insentif serta pameran.
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8. Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang 
mengatur,  menyediakan  dan  menyelenggarakan  pelayanan  bagi  seseorang  atau 
sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
9. Jasa agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan 
usaha  perjalanan  yang  bertindak  sebagai  perantara  di  dalam  menjual  dan  atau 
mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata.
10. Jasa pramuwisata  adalah kegiatan usaha bersifat  komersial  yang  mengatur, 
mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan 
bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Jasa  informasi  pariwisata  adalah  usaha  penyediaan,  penyebaran  dan 
pemanfaatan informasi kepariwisataan.
12. Jasa konsultan pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa 
saran  dan  nasehat  untuk  penyelesaian  masalah-masalah  yang  timbul  mulai 
penciptaan  gagasan,  pelaksanaan  operasinya  yang  disusun  secara  sistematis 
berdasarkan  disiplin  ilmu  yang  diakui  disampaikan  secara  lisan,  tertulis  maupun 
gambar oleh tenaga ahli professional.
13. Jasa  konvensi,  perjalanan  insentif  serta  pameran  adalah  usaha  dengan 
kegiatan  pokok  memberikan  pelayanan  bagi  suatu  pertemuan  sekelompok  orang 
misalnya  negarawan,  usahawan,  cendekiawan  dan  lain-lain,  untuk  membahas 
masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
14. Konvensi  adalah  kegiatan  penyelenggaraan  pertemuan  sekelompok  orang 
misalnya untuk negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain-lain, untuk membahas 
suatu masalah tertentu.
15. Perjalanan  insentif  adalah  usaha  yang  menyelenggarakan  perjalanan  para 
karyawan dan mitra usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai imbalan 
penghargaan  atas  prestasi  mereka  dalam  kaitan  penyelenggaraan  konvensi  yang 
membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
16. Pameran  adalah  kegiatan  untuk  menyebarluaskan  informasi  dan  promosi 
berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi.
17. Pengelola  usaha jasa pariwisata  yang  selanjutnya  disebut  Pengelola  adalah 
seseorang  yang  ditunjuk  memimpin  sehari-hari  dan  bertanggung  jawab  atas 
pengelolaan usaha jasa pariwisata.
18. Perizinan  usaha  jasa  pariwisata  adalah  perizinan  yang  diperlukan  untuk 
pengusahaan jasa pariwisata, yang meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha jasa 
pariwisata.
19. Persetujuan  prinsip  adalah  persetujuan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas 
kepada pengusaha jasa pariwisata untuk mendirikan usaha jasa pariwisata.
20. Izin usaha jasa pariwisata yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan usaha jasa pariwisata.
21. Retribusi izin usaha jasa pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin usaha jasa pariwisata.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat 
keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

2. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 26 diubah, sehingga Bagian Kesatu Pasal 26 berbunyi  
sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberian Izin

Pasal 26

(1) Pelaksanaan pemberian izin ditugaskan kepada Dinas Perijinan

(2) Dalam rangka melaksanakan pemberian izin, Dinas Perijinan dapat bekerja 
sama dengan perangkat daerah dan atau lembaga lain yang terkait.

3. Ketentuan Pasal 27, dihapus :

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 28

(1) Pengawasan  dan  pengendalian  perizinan  ditugaskan  kepada  Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata.
(2) Dalam  rangka  melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata dapat bekerja sama dengan perangkat daerah dan atau 
lembaga lain yang terkait.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan  Daerah  ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,10April2008

M.  IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR          TAHUN 2008
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR                   TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 
2005 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, 
telah dibentuk perangkat daerah yang mempunyai tugas khusus melaksanakan urusan 
rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Oleh 
karena itu pelayanan izin usaha pariwisata yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas 
Pariwisata  dan Kebudayaan  Kabupaten Bantul  perlu  dilakukan sinkronisasi  melalui 
perangkat daerah dimaksud.

Untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  perangkat  daerah  yang 
melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di  
bidang perizinan, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur perizinan perlu 
dilakukan penyesuaian , sehingga mendukung tugas, fungsi dan wewenang perangkat 
daerah  dimaksud  tanpa  meninggalkan  tugas  pengawasan  dan  pengendalian  bagi 
perangkat daerah yang melaksanakan urusan terkait izin yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha jasa pariwisata di Kabupaten 
Bantul perlu dilakukan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas
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